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ABSTRAK

Perencanaan pajak perlu diproyeksikan dengan peraturan perpajakan.yang
bersifat dinamis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 2021 (UU
HPP), mengubah beberapa peraturan pajak yang berlaku salah satunya adalah
mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan menerapkan strategi perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21
sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak dan mengetahui hasil perbandingan dan
pengaruh penerapan strategi perencanaan pajak terhadap efisiensi pembayaran
Pajak Penghasilan Badan.

Penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan
membandingkan metode pemotongan pajak yaitu net method, gross method, dan
gross-up method terhadap laporan laba/rugi perusahaan dengan menggunakan
teknik analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh
dari subjek penelitian yaitu PT PBM. Data yang dianalisis adalah laporan laba/rugi
PT PBM tahun 2022 dan data daftar gaji karyawan PT PBM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pembayaran pajak pada PT PBM
tercapai apabila perusahaan menerapkan net method karena laba komersial yang
dihasilkan dengan menerapkan net method lebih tinggi dibandingkan dengan gross-
up method. Meskipun dengan menerapkan gross-up method terjadi penurunan Pajak
Penghasilan Badan, penurunan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan menerapkan
net method, take home pay yang diterima karyawan tidak dipotong pajak sehingga
dapat memotivasi karyawan agar lebih produktif.

Kata kunci: perencanaan pajak, PPh Pasal 21, metode net



IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 PLANNING
STRATEGY AS AN EFFORT FOR THE EFFICIENCY
OF TAXPAYMENT AT PT PBM

Ni Made Sindy Esha Putri
1915644108
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax planning needs to be projected with dynamic tax regulations. With the
enactment of Law no. 7 of 2021 (UU HPP), changing several applicable tax
regulations, one of which is changing the Income Tax Law. This research was
conducted with the aim of implementing a tax planning strategy on Income Tax
Article 21 as an effort to efficiently tax payments and to find out the results of
comparisons and the effect of implementing tax planning strategies on the efficiency
of paying Corporate Income Tax.

The application of Article 21 Income Tax planning is carried out by comparing
the methods of withholding taxes, namely the net method, the gross method, and the
gross-up method to the company's profit/loss statements by using a quantitative
descriptive analysis technique. The type of data used in this research is quantitative
and qualitative data with secondary data sources obtained from the research
subject, namely PT PBM. The data analyzed are PT PBM's 2022 profit/loss report
and PT PBM's employee payroll data.

The results of the study show that the efficiency of paying taxes at PT PBM is
achieved when the company applies the net method because the commercial profit
generated by applying the net method is higher than the gross-up method. Even
though implementing the gross-up method resulted in a decrease in Corporate
Income Tax, the decrease was not proportional to the increase in Article 21 Income
Tax that had to be borne by the company. By implementing the net method, the take
home pay received by employees is not tax deductible so it can motivate employees
to be more productive.

Keywords: tax planning, Income Tax Article 21, net method
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dan menjadi komponen penting
dalam membiayai pembangunan negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah
dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam menyelesaikan berbagai masalah
perekonomian (Andoko et al., 2018). Pajak juga digunakan dalam membiayai
pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kesejahteraan
masyarakat umum (Azizah, 2019). Karena peran pajak yang sangat sentral dalam
pembangunan negara, pemerintah terus berupaya dalam mengoptimalkan
penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023) realisasi pendapatan negara
pada tahun 2022 mencapai 2.435.867,10 miliar. Dari penerimaan tersebut,sektor
perpajakan menyumbang sebesar 1.924.937,50 miliar atau 79% dari total seluruh
penerimaan negara. Dari total penerimaan perpajakan, pajak penghasilan
merupakan penerimaan paling tinggi dalam sektor perpajakan yaitu mencapai
895.101,00 miliar dari total penerimaan pajak pada tahun 2022. Jenis pajak
penghasilan yang terkait langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak
Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
dalam negeri yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta
pembayaran lainnya dengan nama atau bentuk apapun yang berhubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dikenakan pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) (Kurnianingsih, 2022).



Dari segi ekonomi, bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan atau
penerimaan negara, sedangkan bagi perusahaan atau badan usaha pajak merupakan
pemindahan sumber daya dari perusahaan dan pajak merupakan biaya yang dapat
mengurangi laba perusahaan. Untuk memaksimalkan laba, salah satu cara yang
dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya pajak yang dikeluarkan yaitu
dengan melakukan perencanaan pajak atau fax planning. Perencanaan pajak atau
tax planning mengacu pada proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian
rupa sehingga besar pajak terutang baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya
berada dalam jumlah yang minimal, selama hal tersebut tidak melanggar peraturan
perpajakan yang berlaku dan tidak merugikan pemerintah (Sari dan Yunia, 2021).

Agar perencanaan pajak (tax planning) dapat berjalan dengan baik, perencanaan
pajak perlu diproyeksikan dengan perubahan yang terjadi misalnya terkait dengan
perubahan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak harus terus dimutakhirkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga akibat yang merugikan dari
adanya perubahan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin. Perubahan kebijakan
peraturan perpajakan sebagai respon pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan
perekonomian berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
di Indonesia akibat dari wabah Covid-19 yaitu dengan disahkannya Rancangan
Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan). Terdapat beberapa perubahan mendasar yang tertuang dalam UU HPP
seperti kenaikan tarif PPN, pelaksanaan fax amnesty, perubahan lapisan tarif Pajak

Penghasilan Orang Pribadi yang sebelumnya 4 lapis dengan tarif tertinggi 30%



menjadi 5 lapis dengan tarif tertinggi 35%, regulasi terkait dengan pajak karbon,
dan penggunaan NIK sebagai NPWP (Single Identification Number) (Firmansyah
dan Wijaya, 2022). Perubahan peraturan pajak juga menyangkut mengenai natura
atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan yang mana sebelumnya
perusahaan yang mengeluarkan biaya dalam bentuk natura secara fiskal tidak dapat
dibiayakan menjadi pengurang penghasilan bruto (non-deductible expense)
berubah menjadi dapat dibiayakan dan sebagai pengurang penghasilan bruto
(deductible expense) sesuai ketentuan UU HPP.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: PER-16/PJ/16 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya.
Imbalan tersebut adalah hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dengan
karyawan. Hubungan antara kedua pihak pihak tersebut akan menimbulkan
kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan
PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang
dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dimana subjek
pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan,
pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji atau penghasilan wajib
membayarkan pajak penghasilan.

Penghasilan yang diterima menurut Ulfa et al. (2021), akan menambah beban
pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila
ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang

bukan objek PPh pasal 21 tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Demikian



juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan
tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan
suatu biaya yang tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan.
Adanya orientasi perusahaan untuk memperoleh laba secara maksimal serta
adanya perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis diperlukan strategi
perencanaan pajak yang tepat sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang
dengan tetap berpedoman pada bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap
perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak yang berbeda. Terkait dengan
perencanaan pajak PPh Pasal 21, terdapat tiga alternatif metode pemotongan PPh
Pasal 21 yaitu gross method, net method, dan gross-up method yang dapat
diaplikasikan wajib pajak badan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
karyawan dalam rangka meminimalisir beban pajak penghasilan badan.
Berdasarkan penelitian Veronica dan Wijaya (2023) menunjukkan bahwa
dengan menerapkan metode gross-up akan memberikan penghematan pajak
penghasilan badan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain (net
method dan gross method). Penerapan gross-up method dalam pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 karyawan, penambahan gaji akibat adanya tunjangan pajak
tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba
sebelum pajak sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan menurun.
Penelitian Halimah (2019) menunjukkan bahwa terdapat selisih atau perbedaan
yang disebabkan adanya koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan.
Perusahaan menerapkan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21, PPh terutang

tersebut dikoreksi fiskal positif karena tidak dapat dibebankan dalam laporan



keuangan secara fiskal, sedangkan jika menggunakan metode gross-up pajak
terutang tersebut tidak dikoreksi fiskal dan dapat dibebankan dalam laporan fiskal.
Penelitian Andoko et al. (2018) menunjukkan bahwa dengan metode pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 secara gross-up, pajak penghasilan yang dibayar
perusahaan lebih besar dibandingkan dengan metode net basis. Pemberian
tunjangan pajak yang di-gross-up merupakan bagian dari penghasilan yang
diterima karyawan dan bukan merupakan kenikmatan.

PT PBM yang merupakan subjek dalam penelitian ini merupakan sebuah klinik
kesehatan yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali dan telah melaksanakan
kewajiban perpajakan yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak
baik masa maupun tahunan. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2022 (PP 55) yang menegaskan tidak adanya perpanjangan masa
pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) menyebabkan PT PBM harus
mengikuti tarif PPh normal berdasarkan tarif Pasal 17.

Dalam upaya memaksimalkan efisiensi pembayaran pajak yang dibayarkan
perusahaan diperlukan manajemen pajak dalam hal ini adalah perencanaan pajak
yang bertujuan untuk menghemat biaya pajak yang disetorkan perusahaan
sehingga perusahaan dapat menghasilkan biaya pajak yang paling minimum.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagai Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT PBM”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan strategi perencanaan pajak (tax planning) atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada
PT PBM tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku?

2. Bagaimanakah hasil perbandingan dan pengaruh strategi perencanaan pajak (fax
planning) terhadap efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT
PBM tahun 20227

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dibuat untuk memfokuskan penelitian dan mengantisipasi

penyimpangan pokok permasalahan. Tujuannya agar penelitian yang dilakukan

lebih terstruktur sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Batasan dalam

penelitian ini adalah perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

karyawan yang dilakukan dengan menggunakan tiga alternatif metode pemotongan

pajak yaitu net method, gross method, dan gross-up method untuk mengetahui
metode yang menghasilkan efisiensi pembayaran pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
a. Untuk menerapkan strategi perencanaan pajak (tax planning) atas Pajak

Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak



pada PT PBM tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perpajakan
yang berlaku.

b. Untuk mengetahui hasil perbandingan dan pengaruh penerapan strategi
perencanaan pajak (tax planning) terhadap efisiensi pembayaran Pajak
Penghasilan Badan pada PT PBM tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
menentukan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai
dengan kondisi perusahaan dan dapat memberi efisiensi dalam
pembayaran pajak.

b. Manfaat Praktis
1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
alternatif pihak perusahaan dalam wupaya perencanaan Pajak
Penghasilan Pasal 21, agar tujuan perusahaan dalam memaksimalkan
laba dapat tercapai dengan melakukan penghematan pembayaran pajak
untuk tahun pajak yang akan datang, serta perusahaan dapat
menghindari sanksi perpajakan melalui pemahaman terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku.



2) Bagi Politeknik Negeri Bali
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi
kepustakaan di lingkungan akademis, sehingga dapat memberikan
manfaat bagi pihak yang berkepentingan.
3) Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi
dan pengetahuan mengenai penerapan perencanaan pajak, serta dapat

menjadi referensi atau dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka kesimpulan yang

dapat diambil yaitu:

1. Penerapan dari ketiga metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat
dilihat bahwa dengan menerapkan gross method, besar Pajak Penghasilan
Pasal 21 terutang adalah sebesar Rp30.461.500,00 jumlah tersebut sama
dengan perhitungan dengan menggunakan net method. Pajak penghasilan
Pasal 21 terutang tersebut tidak dapat dibiayakan secara fiskal (non-
deductible expense) sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan
perusahaan. Sementara jika menerapkan gross-up method, besar Pajak
Penghasilan Pasal 21 terutang lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan
gross method dan net method. Besar Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang
dengan menerapkan gross-up method adalah sebesar Rp35.752.898,00 beban
Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan secara komersial
maupun fiskal (deductible expense) sehingga dapat menjadi pengurang
penghasilan perusahaan.

2. Apabila perusahaan menerapkan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21
yang diberikan dalam bentuk tunjangan (gross-up method) akan
mengakibatkan penghematan Pajak Penghasilan Badan, karena tunjangan
PPh Pasal 21 dapat dibebankan baik secara komersial maupun secara fiskal

(deductible expense). Dapat dilihat dari proyeksi besarnya PPh Badan
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terutang tahun 2022 dengan menerapkan gross-up method, besar PPh Badan
terutang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp111.763.630,00 sedangkan
dengan menerapkan net method dan gross method besar PPh Badan terutang
adalah sebesar Rp115.696.460,00. Terdapat selisih penghematan pajak
apabila perusahaan menerapkan gross-up method yaitu sebesar
Rp3.932.830,00. Namun penurunan Pajak Penghasilan Badan tersebut tidak
sebanding dengan biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus ditanggung
perusahaan yaitu sebesar Rp Rp5.291.398,00.
B. Implikasi
Implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan perencanaan
pajak menerapkan tiga metode yaitu net method, gross method, dan gross-up
method, pada net method dan gross method menghasilkan Pajak Penghasilan
Pasal 21 terutang yang sama, sedangkan dengan menerapkan gross-up method
menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang lebih besar. Namun Pajak
Penghasilan Badan terutang yang dihasilkan dengan menerapkan gross-up
method lebih rendah dibandingkan dengan net method dan gross method.
Berdasarkan hasil pembahasan, metode yang sebaiknya diterapkan oleh PT PBM
adalah net method hal ini dikarenakan dengan menerapkan net method, laba
komersial yang dihasilkan perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan
menerapkan gross-up method. Meskipun dengan menerapkan gross-up method
terjadi penurunan beban Pajak Penghasilan Badan namun penurunan tersebut
tidak sebanding dengan kenaikan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus

ditanggung perusahaan.
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C. Saran

1. Keputusan perusahaan dengan menerapkan net method atau memberikan
tunjangan pajak dalam perhitungan atau pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 (PPh 21) sudah tepat. Dengan menerapkan net method dinilai dapat
menguntungkan bagi kedua belah pihak baik bagi karyawan maupun
perusahaan. Bagi perusahaan dengan menerapkan net method laba komersial
yang diperoleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan menerapkan
gross-up method. Bagi karyawan, take home pay yang diterima tidak dipotong
pajak melainkan ditanggung oleh perusahaan. Selain laba yang diperoleh oleh
perusahaan lebih tinggi, dengan penerapan net method ditujukan untuk
memotivasi karyawan agar lebih produktif. Perusahaan sebaiknya melakukan
perencanaan pajak (fax planning) secara berkala hal ini dikarenakan
perencanaan pajak perlu diproyeksikan dan dimutakhirkan dengan perubahan
peraturan perpajakan yang bersifat dinamis, sehingga akibat yang merugikan
dari adanya perubahan tersebut dapat diantisipasi sedini.

2. Bagi mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian sejenis diharapkan
menyempurnakan penelitian dengan menambah ruang lingkup perencanaan
pajak, yaitu dengan menganalisis perencanaan pajak dari beberapa aspek lain
sehingga implementasi dari perencanaan pajak yang diterapkan lebih

maksimal.
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